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PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR NOMOR 18 TAHUN 2012
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GIANYAR,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi
kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit
organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan
sisa lebih tahun anggaran sebelumnya dipergunakan untuk pembiayaan dalam
tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun
Anggaran 2013;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Gianyar Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013,

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Tingkat il dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat | Bali, Nusa Tenggara Barat
dan Nusa Tenggaran Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958
Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Koiusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara {(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286),

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355),

5. Undang-Undang Nomor 15 T hun 2004 tentang Pemeriksanaan, Pengelolaan
dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Len-haran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lemba: «n Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik ‘ndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir denga:: Undang ~ Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang———

Perabahanm Kedua Atas UnT 75 — Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lci:...ran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
N0m0f 59 Tambahan l th 1 Namara Rarinihlilr lmAAan~asin Alamaao 40 48 40



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17

18.

19.

20.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 1268, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pen'gelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesta Nomor 4502);

Undang — Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Repubiik indonesia Nomor 5048}

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234),

Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4027}

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nemor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4416 ) sebagaimana telah diubah beberapa
kali. terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomaor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4574);

.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan

{Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran WNegara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);



21.

22

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan
dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomaor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593),

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah {Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa Kkali,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar
Tahun 2006 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Nomor
7),

Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyertaan
Modal Daerah Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun
2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 8)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor
14 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga
(Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2010 Nomor 14, Tambahan
Lermbaran Daerah Kabupaten Gianyar Nomar 14);

Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor @ Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun
2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 9)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor
15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar
Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pengeiclaan Barang Milik Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 15);




Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR
BUPAT??BTANYAR
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH

KABUPATEN GIANYAR NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal |
Beberapa kententuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 18 Tahun 2012 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, diubah sebagai berikut:
1.  Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 semula berjumlah
Rp. 1.162.299.413.443,81 bertambah sejumlah Rp. 170,383,633,654.30 sehingga menjadi
Rp. 1,332,683,047,098.11 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah

1. Semula Rp. 1.112.299.413.443, 81

2. Bertambah Rp. 71.633.919.581,92
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 1.183.933.333.025,73

b. Belanja Daerah

1. Semula Rp.1.156.799.413.443,81

2. Bertambah Rp. 170.383.633.654,30
Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 1.327.183.047.098,11
Defisit setelah Perubahan Rp.  143.249.714.072,38

¢. Pembiayaan Daerah :
1. Penerimaan :

a. Semula Rp.  50.000.000.000,00

b. Bertambah Rp. 98.749.714.072,38

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 148.749.714.072 38

2. Pengeluaran ; ,

a. Semula Rp. 5.500.000.000,00

b. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 5.500.000.000,00
Jumiah pembiayaan netto setelah perubahan Rp. 143.249.714.072,38
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0,00

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari -

& rendapatan Asi Daeran sejamiarn .
1. Semula Rp. 238.558.925.399,44
2. Bertambah Rp. 24.703.221.684 55
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp. 263.262.147.083,99

b. Dana perimbangan sejumiah :



1. Semula Rp. 683.872.430.052,46
2. Bertambah Rp. 11.625.835.145,37
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp. 695.498.365.197,83

¢. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah :
1. Semula Rp. 189.868.057.991,91
2. Bertambah Rp. 35.304.762.752,00
Jumlah lain-lain Pendapatan Daerah Rp. 225.172.820.743,91
Yang sah setelah Perubahan

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimakud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis

Pendapatan :
a. Pajak daerah sejumlah .

1. Semula Rp. 156.458.722.970,95

2. Bertambah Rp. 12.763.405.604,82

Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp. .169.222.128.575,77

b. Retribusi daerah sejumlah :

1. Semula Rp. 27.546.295.886,00

2. Bertambah Rp. 3.005.112.664,00

Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp. 30.551.408.550,00
¢. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah :

1. Semula Rp. 5.339.119.015,49

2. Bertambah/{berkurang) Rp. 1.5689.192 44

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp. 5.340.708.207,93

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah :

1. Semula Rp. 49.214,787.527,00
2. Bertambah Rp. 8.933.114.223,29
Jumlah Lain-lain Pendapatan
Asli Daerah setelah Perubahan Rp. 58.147.901.750,29
(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b terdiri dari jenis
pendapatan :
a. Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak sejumiah :
1. Semula Rp. 28.420.424.052 46
2. Bertambah Rp. 11.625.935.145,37
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan Rp. 41.046,359.197,83
b. Dana alokasi umum sejumiah :
1. Semula Rp. 602.293.266.000,00
2. Berkurang/(berkurang) Rp. 0,00
Jumiah Dana Alckasi Umum setelah Perubahan Rp. 609.293.266.000,00
¢. Dana alokasi khusus sejumlah :
1. Semula Rp. 45.158.740.000,00
2. Bertambah/{berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan Rp. 45.158.740.000,00

{4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢
terdiri dari jenis pendapatan :
a. Hibah sejumlah :

1. Semula Rp. 0,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan Rp. 0,00
5. Dana garurat sejamian .
1. Semula Rp. 0,00
2. Bertambah/{berkurang) Rp. 0,00

Jumiah Dana Darurat setelah Perubahan Rp. 0,00



c. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah :

1. Semula Rp. 69.626 816.991,91
2. Bertambah Rp. 0,00
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan Rp. 69.626.816.991 91
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah :
1. Semula Rp.116.634 566.000,00
2. Bertambah Rp. 33.481.762.752,00
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi .Rp. 150.116.328.752,00

Khusus setelah Perubahan

e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya sejumlah :

1. Semula Rp. 3.606.675.000,00
2. Bertambah Rp. 1.823.000.000,00
Jumlah Bantuan Keuangan dari Privinsi atau Rp. 5.429.675.000,00

Dari Pemerintah Daerah lainnya setelah Perubahan
3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari
a. Belanja Tidak Langsung sejumlah :
1. Semula Rp. 765.204.605.187,81
2. Bertambah Rp. 96.742.649.929,30
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan Rp. 861.947 255 117,11

b. Belanja Langsung sejumlah :

1. Semula Rp. 391.594.808.256,00

2. Bertambah Rp. 73.640.983.725,00

Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp. 465.235.791.981,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis

befanja :
a. Belanja pegawai sejumlah ;

1. Semula Rp. 670.620.249.769,37

2. Bertambah Rp. 47.087.502.783,06

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp. 717.707.752.552 43

b. Belanja bunga sejumlah :

1. Semula Rp. 0,00

2. Berkurang Rp. 100.000,00

Jumlah Bunga setelah Perubahan ‘ Rp. 100.000,00
¢. Belanja subsidi sejumlah :

1. Semula Rp. 2.872.920.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan Rp. 2.872.920.000,00
d. Belanja hibah sejumiah :

1. Semula Rp. 23.053.300.000,00

2. Bertambah Rp. 22.969.447.000,00

Jumnlah Belanja Hibah setelah Perubahan Rp. 46.022,747.000,00
e. Belanja bantuan sosial sejumlah :

1. Semula Rp. 8.475.000.000,00

2. Bertambah ' Rp. 7.325.000.000,00

Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan Rp 15 200 000 00000
f. Belanja bagi hasil sejumlah :

1. Semula Rp. 25.612.785.431,00

2. Bertambah Rp. 4.682.870.501,16

Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan Rp. 30.285655932.16



g. Belanja bantuan keuangan sejumlah :

1. Semula Rp. 34.270.349.987 44

2. Bertambah Rp. 10.966.167.461,56

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan Rp. 45.236.517.449,00
h. Belanja tidak terduga sejumlah ;

1. Semula Rp. 300.000.000,00
2. Bertambah/{berkurang) Rp. 3.711.562.183,52
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan Rp. 4.011.562.183 52

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf b terdiri dari jenis belanja :
a. Belanja pegawai sejumlah :

1. Semula Rp. 32.164.234.598,00
2. Berkurang Rp. 5.237.273.475,00
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp. 37.401.508.073,00
b. Belanja barang dan jasa sejumlah ;
1. Semula Rp. 176.459.356.639,00
2. Bertambah Rp. 52.737.409.341,00

Jumlah Belanja Barang dan jasa setelah Perubahan Rp. 229.196.765.980,00

c. Belanja modal sejumlah :

1. Semula Rp. 182.971.217.019,00
2. Bertambah Rp. 15.666.300.909,00
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan Rp. 198.637.517.928,00

4. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf ¢ terdiri dari :
a. Penerimaan sejumlah :

1. Semula Rp. 50.000.000.000,00
2. Bertambah Rp. 98.749.714.072,38
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 148.749.714.072 38
b. Pengeluaran sejumlah :
1. Semula Rp.  5.500.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 5.500.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimakud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA} sejumlah :

1. Semula Rp. 50.000.000.000,00
2. Bertambah Rp. 08.749.714.072,38
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya Rp. 148.749.714.072,38

setelah Perubahan

b. Pencairan dana cadangan sejumilah ;

1. Semula Rp. 0,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan Rp. 0,00

c. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah -

1. Semula Rp. 0.00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Hasil penjualan Kekayaan Daerah Rp. 0,00

yang dipisahkan setelah Perubahan

d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah :
1. Semula Rp. 0,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Penerimaan Pinjaman setelah Perubahan Rp. 0,00




5.

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah :

1. Semula Rp. 0,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Penerimaan kembali permberian Rp. 0.00

Pinjaman setelah Perubahan

f. Penerimaan piutang daerah sejumlah :

1. Semula Rp. 0,00
2. Bertambah Rp. 0,00
Jumlah Penerimaan Piutang setelah Perubahan Rp. 0,00

{3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan
a. Pembentukan dana cadangan sejumlah :

1. Semula Rp. 0,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah PerubahanRp. (4,00

b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah :

1. Semula Rp. 5.500.000.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Penyertaan Modal (investasi) daerah setelah . Rp. 5.500.000.000,00
Perubahan

¢. Pembayaran pokek utang sejumlah :

1. Semula Rp. 0,00

2. Bertambah/{berkurang) Rp. 0,00
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang Rp. 0.00

Yang jatun tempo seteiah Perubahan

d. Pemberian pinjaman daerah sejLmlah :

1. Semula Rp. 0,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah pemberian pinjaman daerah dan Rp. 0,00

Obligasi daerah setelah Perubahan

Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a.

Lampiran |

b. Lampiran I|

Lampiran H!

. Lampiran IV

Lampiran V

Lampiran VI
Lampiran VI

Ringkasan Perubahan APBD;

Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan
Organisasi SKPD;

Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi SKPD, Pendapatan, Betanja dan Pembiayaan:

Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;

Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan
Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka
Pengelolaan Keuangan Negara;

Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan:
Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum

Lampiran VI

diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; dan

Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.



6. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal ||

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintankan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 17 September 2013

BUPATI GIANYAR,

W

L A A GOE AGUNG BHARATA V7B
Diundangkan di Gianyar > A— ~
pada tanggal 17 September 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR
IDA BAGUS GAGA ADI SAPUTRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2013 NOMOR 2




